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Abstralc Pendidikan adalah milik rnasyarakat. Sebagai pemilik,
masyatakat hatus memiliki kesadaran penuh unnrk mempersiap-

kan, melaksanakan, dan mempetoleh manfaat &ri pendidikan.
Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan yang membebaskan

mengambil benttrknya dalam format otonomi pendidikan. Secara

legal-formal, otooomi pefldidikan meniadi brgian integral dari
kebiiakan otonomi daerzh yarg diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 32 ta,hvn 2004. Fokus dari penelitian ini adalah:

pefiama, ototomi stuktual yaitu bentuk pelaksanaan otonomi
pendidik,n d"l"tn kerangka otonomi &etah pa& tataran kebiiak-
an Qegal-formal). Kdu, ol.oraomi pada ataran ptaktis, yaitu ke-

tenediaan tiga komponen uama penunjang pel"ks,n""n otonomi
pendidikan yang meliputi tiga aspe\ yaitu kurikulum, mana-

iemen pengelolaan pendidikan, dan Komite Sekolah sebagai

w,ujud ketedibatan masyarakat dalam proses peoyelenggataan
pendidikan. Dari penelitian di lapangan dihasilkan bebetapa

tefiuan: ?ertama, p^da t^t^t tt struktual, belum tampak upaya-
t:;p^y^ y^ng mengarah pada otonomi pendidikan. k&ta, pzdz
tataran praktis, otonomi pendidikan justru telah terealisasi. Lem-
baga pendidikan yang meniadi obyek penelitian ini menuniukkan
bukti kuat 1611t""g hal tersebut.

Kata Kunci: pendidikan Islam, pesantren, otonomi stnrktural,
otonomi praktis.

PENDAHULUAN

Pendrdikan adalah milik masyarakat. Slogan ini sering meniadi
bahan pertimbangatr utama bag1 para pemikit dan ptaktisi pendi.likrn

' Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
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di Indonesia untuk mencari format ideal sistem pendidikan nasional.

Selain dilatarbelakangi oleh keinginan kuat memajukan pendidikafl di
Indonesia, slogan ini muncul dari "rasa iri' terhadap kemaiuan-kemaiiian

yang telah dicapai oleh peoyelenggaraan pendidikan di negara-negata

ma,u. Dari sudut pandang ini muncul hipotesis bahwa kebethasilan
pendidrkan di negara-negata maju dilandasi oleh faktor penyelenggara-
annya yang meliba&an selutuh komponen masyarakat dan tedepas dad
hegemoni pemerintah.

Pendidikan milik masyarakat bisa diartikan sebagai perungkatan

peran serta masyarakat untuk tedibat secara langsung dalam penyeleng-

garan pendidikan sesuai dengan yang dimiliki masing-masing. Namun
demikian, pendldikan milik masyarakat juga dapat diartikan sebagai

pembatasan campur t2ngafl pemerhtah dalam penyelenggaraan pendi-
dikan dengan melakukan desenttalisasi. Jika secata politis pemedntah
Indonesia berani mengambil kebiiakan otonomi &emh, maka tuntutan
akrn adznya. kebijakan otonomi pendidikan meniadi suatu keniscayaan.

Bergulimya kebiiakan pemerintah tentang otonomi &erah mem-

berikan harapan baru bagi terciptanya sistem peoyelenggaraan pendidik-
an di Poootogo. Asumsinya, kcwenangan yang diberilan pemedntah
pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan bagi kebiiakan lokal
untuk mengelola unit-unit pendidikafl dengan berbasis pada kultur dan

kehidupan sosial masyarakat setehpaL Tentu se,a hal ini harus didukung
oleh adanya kemauan pohik (poktical will) dad pemerintah daetah untuk
meniadikan pefldidikan sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan

bagi pengembangan potensi daetah.

Melihat statusnya sebagai kota kecil dan letak geografisnya yang

iauh dari kota metropolis (seperti Suabaya), Ponorogo men adi "tedupa-
kan" dalam perbincangan dimmika pendidik.o nasional. Padahal di kota
ini tetdapat banyak sekali lembagaJembaga pendidikan @aik fotmal
maupun nonformal) yzng secara substantif mewakili perkembangan
pendidikan pada umumnya. Unit-unit pendidikan yang disclcnggarakan

olch pemedntah (sekolah dan madrasah oegeti) dan yang diselenggarakan

oleh yayasao-yayasan milik swasta sertz uoit-uoit pendidikan nonformal
yang diselenggarakan oleh pondok pesantren-pondok pesantren yang

begitu banyak di Ponorogo menuniukkan kompleksitas penyelenggxaa;rt

pendidikan di kota ini. Tetsedianya sekolah-sekolah neged dan swasta



Dialogi4 Vol. 6 No 2 Juli - Desember 2008 3 1 5

serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal membuktikan keberagah-

an pendidikan di Ponorogo dad yang bercotak konservatif-tradisional

sampai pada model pendidikan modem. Hal ini betarti bahwa penyeleng-

garaan pendidikan di Poflorogo masih dalam tahaP Proses pencarian

bentuk ideal.

Ponorogo yang secam geografis masuk wilayah tapal kuda tentu
memiliki keunikan budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Kondisi semacam ini secata otomatis meniadi mod"l besar bagi dunia

pendidikannya. Kajian terus meflerus terhzdap budaya lokal Ponorogo
dan kemauan untuk meniadikannyz sebagai muatan kurikulum iokal
metupakan langkah awal untuk menemukan bentuk ideal penyeleng-

garaan pendidikan yang sesuai dengan karaker budaya m,syarakat Pono-
rogo itu sendfui.

Jika secara legal-fotmal pendidikan telah memiliki piiakan untuk
dilaksanakan secara otonom, maka pedu ditelaah lebih lanjut mengenai

komponen-komponen yang menjadi pilar uama pelaksanaan otonomi
pendidikan di daerah. Kudkulum dao rnanaiemen yang ditetapkan dalam

satuan unit pendidikan meniadi signifikaa untuk diamati. Selain itu,
ketersediaan tuang dan kesempatzn bagi penn aktif masyarakat untuk
terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan iuga menjadi faktot
yang tidak bisa diabailan. Dalam penelitian ini, ketiga komponen tersebut
menjadi pethatian utama dalam mengungkap pelaksanzan otonomi pen-
didikan di Ponotogo. Di bi&ng kurikulum, pemberlakuan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) dan yang tetbaru dibedakukannya Kuri-
kulum Tingkat Satuan Pelaiaran (I(TSP) merupakan upaya implementasi
kebijaten otonomi pendidikan. Demikian pula dengan penempan Mana-

iemen Peningkatan Mutu Betbasis Sekolah (MPMBS) dan pembentukan
Komite Sekolah yang bertuiuan untuk meningkatl<an kemandidan unit
pendidikan serta melibatlan seluruh komponen masyarakat dalah proses

pendidikan. Namun penelitian ini tidak terbatas pada apakah sebuah unit
pendidikan telah membeotuk Komite Sekolah, menggunakan KBK atau

KTSP, dan melaksanakan MPMBS ateu belum. Lebih iauh penelitian ini
hendak mengunqkap seberapa iauh ketiga komponen tersebut mampu
meningkatkan mutu ptoduk pendtdtkat (o p ).
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FOKUSPENELITIAN

Dalam penelitian ini yang mejadi persoalan utama adalah bagarmana

kebi)akan otonomi daerah melahirkan sistem pendidikan yang berkualitas
melalui kebijakan otonomi pendidikan di Ponotogo. Oleh katena itu hal
penting yang meniadi pembahasan dalam penelitian ini adzlah proses dan

hasil penyelenggaraan pendidik"q yang terpola dalam kerangka otonomi
pendidikan.

Untuk menjawab petsoalan tetsebu! petlu dikaii bebetapa persoal-

an penting:

1. Otonomi struktural, yaitu bentuk pelaksanaan otonomi pendidikan
dalam kerangka otonomi daemh pada tatatan kebi)akan (egal formal).

2. Otonomi pada tataran pmktis, yaitu ketetsediaan tiga komponen utama

penuniang pelaksanaan otonomi peodidikan yang meliputi aspek: a.

Kwikulurn" b. manaiemen pengelolaan pendidikan, c. Komite Sekolah

sehagai u'uiud ketedibatan masyatakat dalam proses penyelenggataan

pendidikan.

METODE PENELITIAN

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan berupa studi
kasus yang membutuhkan beberapa ienis data, di antaranya berupa doku-
mentasi dan ucapan verbal. Data dokumentasi betupa kebiiakan-ke-

bijakan pemetintah pusat dan Pemkab Ponorogo tentang otonomi daetah

dan otonomi pendidikafl setta dokumen-dokumen yang dimiliki qlsh

sekolah terkait kurikulum, manaiemen pengelolaan, dan yang terkait
dengan struktur organisasi Komite Sekolah.

Data-data yang dibutuhlan digah dari berbagai pihak terkzit. Data

dokumentasi dlgah dari dokumen atau atsip yang drmiliki oleh Pemkab

Ponorogo (I(antor Diknas) &n lembaga pendidikan. Pencadan data di
Pemkab Ponotogo diatahkan untuk meucari infotmasi, daa, &n fakta-

fakta yzng terkait dengan fokus penelitian pertama yaitu otonomi pada

tatatan kebi)akan. Sementam pencarian daa pada lembaga pendidikan

(dilakukan di Tarbiyatul Mualimat Pesantren Walisongo Ngabar Pono-
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rogo) diarahkan untuk menggali data teotang Peleksanaan otonomi Pada
ataran paktis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat ienis data y,"g dibutuhkan, teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam peoelitian ini adalah perpaduan entera observasi

dokumentasi, dan wawancata mendalam. Observasi dilakukan untuk
mempetoleh gambatan tenang pengelolaan manajemen seita sarana

penunjang pelaksanaan otonomi pendidikan baik pa& pemegang otodtas

&etah @iknas) maupun pada tingkat lembaga pendidikan. Data doku-
mentasi dibutuhkan untuk memvedfikasi &ta tentang peraturan-per-
atuao perund^ngan terltang otonomi &enh, otonomi pendidikan, pto-
gram keria dan struktur otganisasi Sementata waurancata .lil"lruk'ri untuk
mengungkep lebih jauh persepsi otonomi baik di kal,ngan birokrat mau-

pun praktisi pendidikan.

3. Teknik Analisis Data

Dau-data yang dipetoleh di lapangao diolah sedemikian rupa sebelum

memasuki tahap analist. Pada tahap pengolahan, data mengalami proses

editing dan sitematisasi. Editing dimaksudkan g11s[ melengkapi men-

ielaskan, &n mencati televansi data dengao fokus penelitian. Sistema-

tisasi dilalo'kan sebagai tindak lan)ut dari ptoses editing agar data tersusun

secata sistematis dalam ketangka pemapatan data. Setelah melalui ptoses

pengolahan, data dianalisis dengan langkah-langkah reduksi &ta, penya-

iiao &n verifikasi sampai pada peoarikan sebuah kesimpulan.

Kajian Teoritis

Berbicara tentang otonomi pendidikan bukan sekedat petsoalan
sentralisasi dan desentalisasi. Lebih dad itu, otonomi pendidikan bisa

dibaca sebagai bentuk "pembebasan" dari dominasi negau .l"l"m penye-

lenggamannya. Oleh karena itu, seiauh berbicara tentang dominasi dan

kebebasan, maka pemikiran Paulo Fnire meniadi sangat relevan untuk
dijadikan piiakan.

Salah satu karya besat Paulo Freire adalah bukunya yang berjudul
The Politic oJ Education: C ttn, Ponvr, and Libnatioz. Dalam buku ini Frefue
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secara tegas mempertentangkan 
^ntr,.t^ 

dua model pendidikao yaitu
model pendidikan yang membelenggu .tan yaog membebaskan. Dalah
pandaflgannya, pendidikzn yang teleh 62p21 5elarna ini adalah cerminan
dari bentuk dominasi dan penjinakan sosial budaya (socia/ and a tnal
domestication). Pendidikan yang kuang menghargai arti kebebasan yang
dimiliki oleh setiap individu, bagi Freire, hanya akan menciptakafl manu-
sia-manusia yaog terasing dan tetcerabut (disinheited na::es) dari realitas

dirinya sendid.l Domestikasi tidak akan menghasilkan apa-tpa dzlzm
tu,uan strategis pendidikan yang disebutnya sebagai "impian yang mung-
kin". Secara dialektis harus dibedakan 

^Itt2ra 
keia teproduksi kelas do-

minan dan "kerja produksi" atau seperti yang disebutnya "teptoduksi
pendidikan pembebasan yang dihasilkan oleh kita sendiri".2

Dalam kacamata Fteire, sebuah kesalahan jika masalah pendidikan
dinyatakan sebagai masalah metodologis semata. Sepaniang pendidikan
dibatasi hanya pada metode dan teknik pengaiaran pada anak didik, maka

tujuan pendidikan semzcam ini akan sangat tetbatas. Selain dimensi

metodologis, pendidikan sebenarnya memiliki dimensi lain yang lebih

penting yaitu dimensi politik. Sebagai sebuah praksis sosial, pendidikan
yang membebaskan bertujuan membebaskan manusia di dalam ke-

hidupan obyektif dari berbagai dominasi dan bentuk penindasan. Oleh

krrenany4 pendidikan semacam ini menurut Freire hanya bisa berjalan

secara sistemads jika masyarakat telah mengalami transformasi atau

perubahan yang radikal. Elit kekuasaan bukanlah sosok yang tepat untuk
mendotong pelaksanaan pendidikan semacam ird.3

Dimensi politrk sebagaimana diutarakan oleh Freire adalah bentuk

petlawanafl tethadap kooptasi penguasa (elit kekuasaan) tethadap insti-

tusi pendidikan melalui setangkaian kebijakan yang berhrjuafl menjadikan

pendidikan sebagai insttumen untuk melanggengkan kekuasaan. Meski

secara teoritis praktek-praktek kooptasi kekuasaan telhadap instrtusi

pendidikan banyak mendulang kebethasilan berupa ketundukan dan

kepatuhan para penyelenggata pendidikan tethadap segala macam ke-

t Iihat Paulo Freire, Poltlik Pendidika" Kebadalaaa, K.ebtaraar, dar Penbebau4 tefi.
Aguog Ptihantoto dan Fuad Atif Furdiyattanto (Yogyakarta: RE r,D,2002),17 5.

'z I{. Escobat (Ed.), Diakg Barmg Parlo Iiein: Sektlah Kapitalisae Yary Ucik, teq.
Mundi Rahal'u ffogyakara: LIJS,1998), 70.

t Ftei,rc, Poltk Pcadidikzr, 2O8.
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mauan petrguasa, akan tetapi kondisi tetsebut menyebabkan dunia

pendidikan mefliadi terbelenggu.a HaI inilah yaflg sering tidak disadari

oleh para pelaku di dunia pendidikan. William A. Smith mengidentifi-
kasikan bahwa kengototan Fteire dengan ide tentang pendidikan y,ng
membebasken katena dilrn&si oleh consdentiTacao sebagai sebuah rumus-
an tuiuan pendidikan yang digagas Freire. Conscientiqacao yang diartilzn
sebagai sebuah proses penyadamn mengandung pengertian bahwa setiap

individu diajak untuk mampu melihat sistem sosial secata kritis. Mereka

diharapkan dapat memahami akibat-akibat yang s2ling kontmdiktif
dalam kehidupan mereka sendiri, dapat menggenetalisasikan kontra-
diksi-kontradiksi tetsebut pada lingkungan lain di sekelilingqya dan dapat
mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan betsama-sama.5

Teori yang drgagas oleh Paulo Fteire meodeskfipsikan secara leng-
kap tcntang keterikatan dunia pendidikan pada dimensi politik. Pem-
bebasan yang dirancang melalui ptoses penyadaran QontcientiTacao) merqo-

haruskan dunia pendidikan mencetak individu-individu yang secara sadar

betusaha membangun dti sen&ri dan masyarakat sekitarnya dengan
terlepas dari domrnasi kelas dominan yang melakukan hegemoni d,lam
sttuktut. Dalam konteks keindonesiaan, kesadaan semacam ini akan
mendotong otang untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan
tarpa adtnya "camput tangan" dari peflguasa. Konsep otonomi pendi-
dikan hatus meniadi fokus utama dengan asumsi bahwa konsep tersebut
merupakao cerminan &ri bentuk "pembebasan" sebagaimana konsep
pendidikal yang diusung oleh Freire.

Tedepas dari ideologi yang dikibarkan oleh Freire, realitas pendi-
dikan di Indonesia belum sepenuhnya mengarah kepa& sistem otonomi
yaog sesungguhnya. Hal ini terkait dengan betbagai kendala yang me-
lingkupi ruang getaknya. Beberapa petsoalan yang dianggap menghambat

pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia, sebagaimana diungkapkan

oleh Indm Diati Sidi,6 dizntaranya:

a Sa.fui Art @d,.), Pe kirat-Pemikiraa Reubtiowr (Malang: Averroes Press, 2003),
165.

5 Williaoi A. Smith, AucictttiTacao Ttjut Pmdidikan Patb F*ire, terj. Aguag
Prihantoro (Yogyakara: Pustala Pelaiat, 2001), 3.

6 Indra Djati Sidi, Maz*je Magarukat Belayt: Mmgaget Pandigaa Baru Pc idiAax

fl akata: Pararnadina, 2003), 31 -34,
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1) Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada
ma.syarakat masih sangat rendah. Te.lalu kuatnya dominasi peme-
dntah pusat dalam manajemen mikro penyelengg t^zn pendidikan
di sekolah secata sistematik telah memadamkan akuntabilitas sekolah
kepada masyatakat sekitamya.

2) Penggunaan sumber daya tidak optimal. Rendahnya anggatan pen-
didikan setta sistem pengelol^ t 

^ngg 
tar\ yang terpusat meng-

akibatkan penggunaan sumbel daya meniadi tidak efisien.T

3) Partisipasi masyalakat masih lendah. Strategi pemerintah dalam pem-

baogunan pendidrkan belum mampu menggali peran serta masyarakat

yang sangat besar.

4) Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di ling-
kungannya.

Dari papatan di atas, dapat ditarik benang memh bahwa otonomi
pendidikan dalam konteks keindonesiaan, secara teoritis, betada pada

posisi dilematis. Di satu sisi, otonomi pendidikan merupakan sebuah

keniscayaan yang perwujudannya harus diperjuangkan dengan segala

daya dan upaya. Di sisi yang lain, otonomi pendidikan meniadi semacam

"utopia" jika dilihat pada berbagai persoalan yang melingkupinya.

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini, &ta dan analisisnya dibagi meniadi d.ua. Pefiama,

data dan analisis yang terkait dengan fokus penelitian tentang otonomi
pendidikan pada tingkat struktural. Bagian ini sckaligu.s meniadi peng-

hubung antara petsoalan otonomi pendidikan terkait dengan otonomi
dzerz.}r.. Kedta, bagian yang memuat data beserta analisisnya yang terkait
dengan otonomi pendidikafl pada tataran ptaktis.

I Karena rendahnya kepcrcayaao kepada sekolah, pemerintah pusat seringkali
mengasumsikan berbagai alat, bahao, dan input peodidikan laionya yang dibutuh[an
sekolah, Ialu mengftimkaonya ke sekolah. Atau memberikan anggatan kepada sekolah

yang sehagian besar atau seluruhoya sudai diperuntr:[kan uatuk pearbelaajaan alat, bahan

atau input pendidikan tertentu sesuai dengan asumsi pusat.
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1. Otonomi Struktural

Persepsi tmtang Makna Otonomi Daerah (Otoila)

Sebuah progmm dilaksanakan ber&sar pada pemaknaan terhadap

program tersebut.Seiauhmana omng/instansi berusaha merealisasikan

program sangat bergannmg pa& sejauh mana meteka meruktrai program

tersebut. Oleh ko'gn2 itu, untuk melihat upaya-up 
^y^ 

y^ng dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo .l"lam implementasi otooomi
daetah, maka rlila[r'kr1 penelusuran petsepsi tentang makna otonomi
&ereh di k'rl,ngan peiabat pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Hasil wawancara di lapangan meouniukkan bahwa otoootru daetah

diartilan seb"f i bentuk yang sama dengan model pemedntahan negara

fedeml.8 Dalam pengertian ini, kabupaten/kota dalam ketangka otonomi
alaerah dirnggap sama dengan negaa bagian. Persepsi lain menyebutkao

bahwa otonomi di Kabupaten Ponorogo dapat diartikal sebagai pem-
bagian tugas pada masing-masing persooel.e

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan

persepsi di kal^ng2r pg)$21 pemerintah Kabupaten Ponorogo tentaag

makna otonomi daetah. Kesalahan pcmaknaan betimplikasi pa& model
upava tealisasi otoaomi &etah sebagimana yang diamanatkan oleh UU
No. 32 Tahun 2004. Kemudian iika dikaitkan dengan otonomi pendi-
dikan sebagai bagian integral dari otonomi daerah, maka kesalahan
pemaknaan ini akan memberikan imbas yaog luar biasa. Asumsinya jika
pelaksaoaan otonomi daemh saja sudah salah arah, firap2 dgmitian pula
dengan otonomi peodidikan.

Pr o duk Hukum P onerintah D aer ah

Kabupaten Ponorogo rlalam kurun waktu tiga tahun (2005-2008)
telah menerbitl<an 33 Perda (Peratutan Daerah) sebagai implementasi
dad Undang-Undang Nomot 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Daftar Petda tersebut dapat dilihat pada tabel bedkut ini;

3 War*nncara dengan drh. Sapto Jatruiko, Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten
Pooorogo tanggal 27 Mei 2008.

e Wavrancara dengao Catur, SH. Kasubbag Hukum Kabupateo Ponorogo tanggal
nM<r20f8.
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No. Nomot dan
Tanggal Petda

Nomor dan Tanggal
Pengundangan

Tentang

1 1 tahun 2005 2,f
2-2@5

Noaorl /C 24-2-2ffi5 Kedudukao Protokoler dan
Keuaagaa Pimpioaa daa
Aogota Dewao Perwakilao
Rakyat Daerah Kabupateo
Ponorogo

2. 2 tahut 20f5 24-
2-2N5

Nomor2/C24-2-N5 Aogarao Pendapatan dan
Belaoja Daerah Tahun
Aospiaran 2005

3. 3 tahun 2005 5-4-
2005

Nomor 3/C 5-4-2005 Pethitungan Anggaran
Peodapatan dan Belanja
Daerah Tahuo 2004

4 4tahun 2005
3-10-2005

Nomor 4/C 3-'10-2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 5 tahun 2005 30-
9-2005

Nomor 5/C 3-10-2005 Kedudukao Keuangan Bupati
dan Vakil Bupati Ponotogo

6. 6 tahun 2005 30-
9-2N5

Nomor 6/C 3-10-2005 Perubahao Anggataa
Pendapatao dan Belania
Daerah Tahuo Anggaran

1 7 tehutrt 2ffi5 26-
1G2005

Nomorl /B 2G1G2005 Izin Usaha Jasa Konstuksi

8. 8 tahun 2005 26-
10-2005

Nomor 2/B 26-1G2005 Retribusi Izin Bidaog
Iodustri Perdagaagaa, dao

9 tahuo 2005 26-
10-2005

Nomor 1 /A 2&10-2005 Pajak Pengambilao B.hr.
Galian Golongao C

10 10 tahun 2005
25-11-2(n5

Rencana Pembaoguoao

Jaagka Meneogah Daerah

@PJMD) Kabupaten
Ponorogo Tahun 2005-201 0

11 1 tahun 2006 16-

t-2w6
Nomor 1 /C 16-1-2006 Kedudukan Protokoler dan

Keuangao Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan
Ra\at Daerah Kabupaten
Poootogo

12 2 tabvr 2006
2/ 1-2-2006

Nomot 2/C 24-2-2UJ6 Anggatan Peodapatan dan
Belaoja Daerah Tahun
Aoggarao 2006

13 3 tah'n X)06 27 -

3-2W6
Nomor 3/C 27-3-2006 Perusahaan Daerah Bank

Perkreditao Rdryat
Kabupateo Ponorogo

9,

Nomot 7/C 29-11-2@5
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14 4 tab,to 2006 14-

8-2N6
Nomor 4/C 1+8-2W6 Peraoguo$awabau

Pelaksaoaan Anggarao

Pendapatao daa Belaoja

Daerah Tahun Angaraa

15. 5 tahuo 2006 7-9-

2@6

Nomor 5/C 7-9-2006 Susunan Otgaaisasi dan Tata

Keria Pemetintahan Desa

16. 6 tahrn 20M 7 -9-
2m6

Nomor 6/C 7-9-2006 Tata Cara Peocalonan,
Pemilihan, Petrgangkatan,

Pelantikao, dao Pernberheotiao

Kepala Desa

11 7 tahun 2006 7-9-
2006

Nomor 7/C 7-9-2006 Taa Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkataa,

Pelaltikan, dan Pemberhentian
Perengkat Desa

18. 8 tahun 2@6 7-9-
20M

Nomor 8/C 7-9-2006 Bzdzn Permu-svavar:an Desa

19 9 tzh.ttt 2006 7 -9-
2006

Nomor 9/ C 7-9-2006

20. l0 tahun 2006 1-11-
2m6

Nomotl0/C1-11-2006 Peaibahan Aoggatao
Peo&patan dan Belanja Daemh
Tahuo Arrggarao 2006

21

22.

1 talnn 2007 19-2-

2007

Nomorl/C 19-2-2007 Anggran Pen&patan dan

B.la.ja Daerah Tahuo Angaran
).(n7

2 tahvr200'7 22-2-
2007

Nomot 2/ C 22-2-2U)7 Pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daenh

23 3 tahuo 2007 2-&
2$7

Nomor 3/C 2-8-2007 Kedudukan protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan

Anggoa Dewan Peru,akilaa
Rakyat Daerah Kabupaten

4 t2huJa2A07 2-E
2@7

Nomorl /B 2-8-2007

25 5 tahun 2007 29-8-
2cD7

Nomot 4/C 29-8-2007 Peranggungjawaban
Pelaksanaan Aoggaran
Pendapatao dan Belanja Daemh
Tahun Anggatan 2006

26 6 rah]jn2fi)i 17-12-
2007

Nomor 6/C 17-12-2007 Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

7 tahun 2007 Nomor 7/C 17 -12-2007 Pedoman Petnbeotukan dao
Mekanisme Penyusunan
Peratuan Desa

lBantuan Keuangan Kepada

lPa.ta, 
Polluk

I Retdbosi P.rkir di Tepi Jalen

lu-""

21.
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28. 8 tahun 2007 9-11-
2@7

Nomor5/C 9-11-2007 Perubahan Anggarao
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahuo Anggaran 2007

1 ahun 2008 25-01-
2008

Nomor 1 25-01-2008 Aoggaran Pendapatan dan
Belanja Daetah Tahun Aoggaran
2008

30 2 ahuo 2008 07-0,1-

2008
Nomor 2 07-0,1-2ff)8 Panbeotukan, Penghapusan dan

Penggabungan Desa

3 tahun 2008 07{,1-
2008

32. 4 ahua 2008 07-04
2008

Nomor 4 07-04-2008

33 5 tahuo 2008' 07-
o+2008

Nomot 5 07-042008 Keluahan

Data di atas menuniukken l2h$/a tidak ada satu pul Peraturan

Daerah Kabupatefl Ponorogo yang terkait langsung dergan upaya-upaya

merealisasikan otonomi pendidikan. p6rsi 1s6s5ar .lari sekumpulan Per-

aturan Daerah lebih pada pengaturan tata hubungan, stru-ktur, dan per-

imbangan keuangan antfilembagz pemerintahan @emda dan DPRD).
Hal ini diperkuat dengan data temuan hasil wawancata dengan beberapa

peiabat Pemerintah Daetah Kabupaten Ponorogo yang menyebutlzn
bahwa Peraturan Daerah yang secata khusus mengatur tentang otonomi
pendidikan masih dalam proses dan beluin menemukan format yarrg ideal

untuk mengatur hal tersebut.

2. Oitonomi Tataran Praktis

PcngtnaanKurikulum

Saat ini Tarbiyatui Mu'alimat Pesanten Wali Songo Ngabat Pono-

rogo mengembangkan pendidil.n d^n peogaramo dengafl mengacu pada

lnrikulum Departemen Agame (Dep@ dan lrurikulum pondok pesanteo

yang betsumber pada mateti pokok dan agama. Kurikulum yang diguna-

kan bcrdasatkan KBK dan yang disernpumakan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.10 Model dual sistem fturikulum ganda)

'0 Warta Tahrmart Pondok Pesanteo Wali Songq Edisi )O(D! 2007, 18. Seluruh

data ini meogacu pada Warta Tahrman mulail\,\^nan 16-27.

29.

31.

lNomor 
3 07-0+2008 

lsumber 

Pendapatan Desa

I 
kmhaga Kemasprakaan Desa

ld- K"l*"h*
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ini sebenamya menyisakan percoalan, yaitu sisq/a menerima bebao

kurikulum yang berat. Sebaga.i cootoh, beban pelaiamn kelas I beriumlah

23 ma;tei dan kelas IV beriumlah 28 materi dengan alokasi waktu

masing-masing selama 45 menir Betarti siswa bemda di d^larn kelas rata-

tata selama 360 menit ateu 6 ,am. Padahel di negara-negara maiu, frekuensi

tatap muka di kelas hanya 3-4 jam satu had.

Berikut ini sttuktut kurikulum yaog dikelompokkan meniadi

beberapa bida;ng/ mata pelaiatan:11

Kelompok Mata Ajat Mata Ajar
1 a. Insya', b. Imla', c. Tamrin al-

Lughah, d. Muthala'ah, e. Nahwu,
f. Sharad g. Mahfu&at,
h. Balaghah, i. Khath.

2 Dirasah Islamiyah a. Al-Qur'an, b. Tajwid, c. Tauhid, d. Tafsit,
e. Hadis, f. Musthalah Hadis, g. Fiqh,
h. Ushul Fiqh, i. Fataid, i. AdyarL L Taikli
Islam, 1. Tajamah.

3 Ilmu Keguruan Tatbiyah wa Ta'lim
Bahasa Inggtis a. Readiog Compreheosion,

b. Grainmar/structue,
c. Composition/Writins, d. Dictation

Ilmu Pasti a. Bethituog, b. Matematika.

6 Ilrnu Pengetahuan Alarn
dan Sosial

Keindonesiaan &n
kewargaoegaraan

a. Bahasa Indonesi4 b. PPKn.

8. Information Technology Komputer

Tedepas .l"d petsoalan penggunaan kurikulum dengan sistem ganda
struktur kurikulum di atas membedkan sebuah gembnan bahwa fotmat
kurikulum yaflg dibedakuk2n mehberilan ruang getak yang cukup luas

bagi materi-materi pelziaran yang masuk kategod kudkulum lokal Sebagai

lembaga pendidikzn yang betbasis pesafltren, 1ass25rrLLafl fi^tei iqt
seperti balaghah dan khath membuktikzn adanya ciri khas yang betakar

pada kultur lokal. Dengan demikian, kurikulum yang terbentuk tid?L

It Buku Daftar Silabus Tatbiyatr:l Nfu'dlimat Pondok Pesantro Wali Songo Tehrm
Ajarrn2tl06-20o7.

No.

4.

5.

a. Fisik,, b. Biologj! c. Kirnia d. GeograE
e. Sosiologi, f. Ekonomi, g. Seiarah Nasional.

7.
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mr.rmi "pembedan" dad pihak luat (pemedn h), akan tetapi merupakan
kolabotasi antara materi ajat baku yaog diplot dari pemerintah dengan
m^tei 4^r yang digali dari potensi lokal.

Manajemen Pmgelolaan

Secata manaieriol kyai membedkan otonomi kepa& direktut, santd
putti &n staf pengurusnya untuk melzkuk2n ioovasi dan pengembangan,

baik dalam masalah peningkatan mutu mated pelaiatan, mutu guru,
maupun peningkatan sarana &n prasarana penunjang.

Peningkatan mutu gutu dilakukan dengan pengkotekiszrr, i'd,id (se-
hacarn SAP) milik guru oleh tim atrli Selain itra setingkali diadalan MGMP
dan pelaksanaan wotkshop dan pelatihan.

Pengembangan satana dan prasatana dilakr:Ian dengan melengkapi

labotatodum IPA, Bahasa dan Komputet serta pelpustakaan yang tepte-
sentatif. Untuk kepetluan pengembangan tersebu! finansial pesanffen
didukung oleh pemasukan (nsonve) dqri $pp santri dan dari beberapa unit
usaha yang dikelola sccara mandiri. Pesantren memiliki unit usaha seperti

air kemasan, penggemuken sapi selep padi, swalayan Wali Songo Bus-
siness Centet QVBC), kopetasi pelajar, dan usaha pertanian dan per-
kebunan. Sement2m untuk penuniang pengembangan pendidikan pa&
umurnny., pesantten mempetoleh baotuan pemerintah yang diterima
dalam bentuk BOS @antuan Opetasiooal Sekolah) &n BKG (Bantuan

Khusus Gutu).
Paparan data di atas menrmiukkafl bahwa lembaga pendidikan yang

dimaksud memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi. Hal ini di-
buktikan dengan model peogelolaan manaiemen yang tidak seratus persen

bergantung pada bantuan pemetintah. Tetlihat jelas bahwa untuk meng-

embangkan opetasional pendidikan, lembaga ini mengetahkan semua

potensi yang dimililcinya (termasuk finansial) sebagai basis utama pening-
katan mutu pendidikan.

PelibatanMasyankat

Pelibatan masyara[2s dalam kerangka otonomi pendidikan meniadi

poin penting untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Pelibatan masyatakat

bisa betbentuk organisasi rcsmi yang dibentuk untuk membantu proses
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pencapaian tuiuan pendidikan, maupun melalui peran aktif orang pet-
orang dari unsur masyarakat sekitai

Di pesantten ini telah a& komite sekolah dengan personalia sebagai

berikut:

Selain komite sekolah, interaksi dengan masyatakat sekitar dilaku-

kan dengan beberapa kegiatan seperti pengaiian kamisan yang dilakukan

secara rutin setiap hari kamis bagi penduduk Ngabar, bazar sembako dan

pengobatan gtatis untuk warga kutang mampu.

Melihat pola relasi lembaga pendidikan dengan masyatakat sekitat

sebagaimana terlih^tp da,p^p^rlr. dl atas, bisa diartikan bahwa ada upaya

dari lembaga ili untuk secara bersamz-sama dengan masyarakat men-

capai tujuan pendidikan yang telah dirancang sebelumnya. Ketedibatan

masyarakat dalam bentuk keikutsertaan delam komite sekolah maupun

dalam kegratan-keg1ztzt ytng dilakukan pesenten meniadi indikatot
terjalinnya keriasama yang baik antzra lembaga pendidikan &n masya-

rakat sekitat

No Nama Jabatan Jabat.n Komite
H. Moh Tholhah BP3 Ketua I

2 H.M. Yasin, M.Ag Ketua Yavasr-o Walil Ketua

3 Hadi Wiyono Guru Sekretads

4 Mufi dan:l Khoiriyah S.Sos.I Guru Wakil sekretaris

f Isna Fitri Iffah Gutu Bendahara

6 Ema Rahmawati Guru Wakil Bendahara

7 M. Karim Tokoh masyarakat Angota

8 M. Isnaini Pengusaha Anggota

9 Lisna Yuoita, SHI Gutu Anggota

10 Didi Sarmadi S.Pd.I Wakil wali mwid Angota

11. Kenra Osis Anggoa

1.

Chatolina Rahmavati
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PENUTUP

Dari berbagai data yang diperoleh di lapangan, dan setelah melalui
berbagai ptoses analisis, dapat dikem"L,kan bebetapa kesimpulan.

^. 
P^d^ t^tx n struktual belum nampek upaya-upaya yang mengarah

pada otonomi pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari kesalahan pe-

maknaan otonomi daetah dan ptoduk hukum yang dihasilkan oleh
Pemerintah Daetah Kabupaten Ponorogo. Otonoini pendidikan bisa

dianggap tidak ada iika dilihat dari belum terlaksananya otonomi
daetah.

b. Pada tataran ptaktis, otonomi pendidikan iustru telah terealisasi.

Lembaga pendidikan yang menjadi obyek penelitian ini menuniukkan
bukti kuat tentang hal tercebut.

Sebagai tindak laniut dati penemuan tersebut, ada bebempa saran yang

perlu dikemukrk,n di sini.

a. Bagi Pemedntali Daetah Kabupateo Ponorogo disasnkan untuk
secepatnya mengambil langkah-laagkah sttategis untuk merealisasi-

kan amaoat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tertanlg otonomi
daetah. Langkah tetsebut di antaranya dengan menelutkao produk
hukum yang mengatu.r secara khusus tentaog pelaksaoaan otonomi
daerah dan otonomi pendidikan. Selain itu iuga perlu adanya penya-
maan persepsi dan pemaknaao tethadap esensi dari otonomi &erah.

b. Bagi lembagJembaga pendidikan disatankan mengoptimalkan ber-
bagai potensi yang dimilikinya termasuk potensi yar.g dz di masya-

rakat untuk menun)ang tercapainya tujuan pendidikan. Realisasi oto-
nomi pendidikan hen&knya dimulai rl-i inisiatif lembaga enFa harus

meounggu kebijakan pemerintah daerah yang belum ielas wuiudnya.
c. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeti (STAIITI) Ponorogo diharap-

ken belperan aktif memberikan masukan dan pengawasan Ierhadap

proses lahimya sebuah ptoduk hukum yang mendorong lebih jauh

pelaksanaan otonomi pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

d. Metekomeo&sikan kepada Pemetintah Daerah Kabupaten Ponorogo

fthususnya Dinas Pendidikan Kabupaten) untuk secara pto-aktif
melakukan keriasama dengan betbagai perguruan tinggi yang ada di
urilayah Kabupaten Ponotogo.


